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Kata Pengantar

uji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya

buku ini. Buku dengan judul Efektivitas Hukum (Kumpulan Teori dan
Penggunaannya) ini disusun sebagai bagian ikhtiar untuk sumbangsih
hasil bacaan dan pemikiran tentang efektivitas hukum dengan tujuan
untuk memudahkan siapapun yang akan melakukan penelitian tentang
bekerjanya hukum. Buku ini berisi cuplikan teori-teori tentang efektivitas
hukum yang dikemukakan oleh ahli-ahli terkemuka, termasuk pula teknik
untuk menentukan responden ketika melakukan penelitian efektivitas
hukum.

Selama ini, hemat penulis berdasarkan hasil bacaan terhadap
penelitian-penelitian hukum yang telah dilakukan, teori yang digunakan
sebagian besar terpaku pada salah satu ahli. Salah satu bagian dari buku
ini mendeskripsikan teori efektivitas dari beberapa ahli yang dapat
dipertimbangkan untuk digunakan dalam penelitian. Harapannya tentu
untuk variasi parameter yang digunakan untuk menentukan penyebab
hukum tidak efektif atau menentukan hukum sudah efektif atau tidak.

Pada akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran untuk
penyempurnaan penulisan selanjutnya.

April 2026
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Sekilas Tentang Efektivitas Hukum

A. Pendahuluan

Hukum yang telah diberlakukan diharapkan dapat dipatuhi dan
dilaksanakan oleh seluruh orang. Harapan tersebut sangat wajar karena
hukum pada dasarnya dibutuhkan untuk melindungi kepentingan pribadi
dan kepentingan masyarakat agar diberikan secara seimbang dan adil'.
Bila harapan tersebut terwujud maka kehidupan masyarakat termasuk
hubungan antara masyarakat dan negara akan harmonis dan tujuan negara
dapat terwujud.

Sebagai upaya untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dan
mewujudkan tujuan negara, negara membentuk peraturan berbagai
instrumen hukum dalam sebuah sistem hukum Indonesia. Sistem hukum
Indonesia merupakan sebuah sistem yang kompleks, mencerminkan
sejarah panjang negara ini serta keberagaman budaya dan pengaruh yang
membentuknya. Sistem ini menggabungkan elemen-elemen dari hukum
adat, hukum Islam, dan hukum Barat, khususnya hukum Belanda yang
diwarisi dari masa kolonial. Banyaknya keberagaman ini menjadikan

! Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, Dasar-dasar lmu Hukum Memahami Kaidah, Teori,
Asas dan Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Depok, 2023, hlm.12.




sistem hukum Indonesia sering disebut sebagai sistem hukum campuran
atau pluralisme hukum.?

Akar sistem hukum Indonesia dapat ditelusuri dari masa pra-kolonial,
di mana hukum adat dan hukum Islam telah menjadi bagian integral dari
kehidupan masyarakat di berbagai wilayah nusantara. Hukum adat, yang
bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, mengatur berbagai
aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, hukum
Islam mulai berpengaruh seiring dengan masuknya agama Islam ke
Indonesia pada abad ke-13.?

Periode kolonial Belanda membawa perubahan signifikan dalam
lanskap hukum Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan
sistem hukum Eropa kontinental, yang kemudian menjadi dasar bagi
sistem hukum nasional Indonesia pasca kemerdekaan.* namun, penerapan
hukum Belanda ini tidak serta-merta menghapuskan hukum adat dan
hukum Islam yang telah ada. Sebaliknya, pemerintah kolonial menerapkan
kebijakan pluralisme hukum yang membagi penduduk ke dalam kategori-
kategori hukum berbeda berdasarkan ras dan status sosial.”

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia
menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem hukum
nasionalnya. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menetapkan bahwa
segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku
selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Ketentuan ini memungkinkan keberlanjutan hukum kolonial Belanda
sambil pemerintah Indonesia bekerja untuk mengembangkan sistem
hukum nasionalnya sendiri.®

Bedner, A., Towards Meaningful Rule of Law Research: An Elementary Approach, Hague
Journal on the Rule of Law, Vol. 3, Nomor (2), 2011, hlm 120.

> Lukito, R., Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable, Routledge, 2013, hlm 23
Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni,
Bandung, 2003, hlm 92.

> Ibid.

Sidharta, B. A., Refleksi tentang Strukeur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi
Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum
Nasional Indonesia, Mandar Maju, 2009, hlm 71.
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Teori Efektivitas Hukum Menurut
Beberapa Ahli

A. Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman, seorang ahli sosiologi hukum terkemuka
dari Stanford Law School, mengembangkan teori sistem hukum yang
fundamental dalam memahami efektivitas hukum dalam suatu masyarakat.
Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yang
saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas bekerjanya hukum dalam
masyarakat. Ketiga komponen tersebut adalah struktur hukum (legal
structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal

culture).

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
Merujuk pada kerangka kelembagaan dan aparatur yang menjalankan
sistem hukum. Ini mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan,
beserta para personil yang bekerja di dalamnya. Soerjono Soekanto
dalam bukunya “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum” menegaskan bahwa kualitas dan profesionalisme aparat
penegak hukum menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas
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penegakan hukum. tanpa adanya struktur yang kuat dan profesional,
implementasi hukum akan mengalami hambatan signifikan.

Substansi hukum (Legal Substance)

Sebagai komponen kedua yang meliputi norma-norma, aturan-
aturan, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem
tersebut. Satjipto Rahardjo dalam “Ilmu Hukum” menjelaskan bahwa
substansi hukum tidak hanya mencakup hukum tertulis (law in
books), tetapi juga hukum yang hidup dalam masyarakat (living
law).”> Kesesuaian antara substansi hukum dengan nilai-nilai dan
kebutuhan masyarakat menjadi prasyarat penting bagi efektivitas
hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Ali menunjukkan
bahwa ketidaksesuaian antara substansi hukum dengan realitas sosial
sering menjadi penyebab ketidakefektifan implementasi hukum di
Indonesia.'®

Budaya Hukum (Legal Culture)

Komponen ketiga dan yang tidak kalah pentingnya adalah budaya
hukum, yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem
hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Menurut
penelitian yang dilakukan oleh Daniel S. Lev dalam “Hukum dan
Politik di Indonesia’, budaya hukum memainkan peran vital dalam
menentukan bagaimana sistem hukum beroperasi dalam masyarakat.
Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan mendukung
berjalannya sistem hukum secara efektif, sementara rendahnya budaya
hukum dapat menjadi penghambat utama dalam penegakan hukum.

Ketiga komponen sistem hukum Friedman ini saling berinteraksi

secara kompleks dalam mempengaruhi efektivitas hukum."” Misalnya,

meskipun substansi hukum telah dirumuskan dengan baik dan struktur

hukum telah dibangun secara memadai, rendahnya budaya hukum

Soerjono Sockanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers,

Jakarta, 2019, hlm 23.

Satjipto Rahardjo, llmu Hukum. Citra Aditya Bakdi, Jakarta, 2014, hlm 18.

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 45.

Op.cit, hlm 23.
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BAB I

Metode Menentukan Jumlah
Responden untuk Penelitian Efektivitas
Hukum

A. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang cara untuk menentukan responden dan
jumlah responden. Misal mahasiswa akan melakukan penelitian efektivitas
Peraturan Daerah Kota Malang tentang Retribusi Parkir. Mahasiswa perlu
diberi penjelasan tentang subyek yang harus diwawancara. Misal yang
diwawancara:
1. Pejabat Badan Pendapatan Daerah (siapa dan berapa jumlah
responden)
2. Masyarakat (perlu ditentukan masyarakatnya siapa dan berapa
jumlahnya)
Biasanya mahasiswa FH menentukan yang diwawancarai adalah:

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat dibawahnya yang
dianggap berwenang

2. Masyarakat dengan jumlah responden yang tidak jelas penentuan
jumlahnya atas dasar apa sehingga validitas tidak bisa dipastikan.




Dalam penelitian efektivitas hukum, pemilihan responden yang
tepat merupakan langkah krusial untuk mendapatkan data yang valid
dan representatif. Responden yang terlibat dalam penelitian harus
mencerminkan populasi yang relevan dengan topik yang diteliti. Oleh
karena itu, metode yang digunakan untuk menentukan jumlah responden
harus sistematis dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat

memengaruhi hasil penelitian.

B. Konsep Dasar Penarikan Sampel

32

Penarikan sampel adalah proses memilih sebagian anggota populasi
untuk diteliti, dengan tujuan agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan
kembali ke populasi. Dalam penelitian efektivitas hukum, penarikan
sampel menjadi krusial karena populasi biasanya sangat besar dan
heterogen, sehingga tidak mungkin diteliti secara keseluruhan.

Populasi adalah keseluruhan individu atau entitas yang menjadi objek
penelitian (misalnya masyarakat yang terkena dampak suatu regulasi).
Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti, dipilih agar
dapat mewakili karakteristik populasi. Tujuan dilakukannya sampling
adalah memperoleh data yang representatif dengan biaya, waktu, dan
tenaga yang lebih efisien dibandingkan meneliti seluruh populasi. Berikut
adalah prinsip statistika dalam penarikan sampel:

1. Representatif

Sampel harus mencerminkan karakteristik utama populasi. Jika
populasi terdiri dari berbagai kelompok (misalnya berdasarkan
usia, jenis kelamin, wilayah, atau status sosial), maka sampel
harus mengandung proporsi yang sebanding dengan populasi.
Aspek representatifitas ini menjamin bahwa hasil penelitian dapat
digeneralisasikan ke seluruh populasi. Contoh dalam penelitian
bidang hukum: jika meneliti efektivitas hukum perlindungan
konsumen, maka sampel tidak boleh hanya terdiri dari kelompok
ekonomi menengah, tetapi juga harus mencakup kelompok ekonomi
bawah dan atas.

EFEKTIVITAS HUKUM (KUMPULAN TEORI DAN PENGGUNAANNYA)
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Jenis Dan Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan

A. Konsep Umum

Dalam penelitian tentang efektivitas hukum, obyek penelitian jelas
merupakan hukum yang salah satunya adalah hukum tertulis. Di
Indonesia, hukum tertulis tersebut merupakan peraturan perundang-
undangan yang jenis dan hierarkinya ditentukan. Saat ini penentuan jenis
peraturan perundang-undangan tersebut melalui Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(UU 12/2011). UU 12/2011 tersebut mencabut Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 (UU 10/2004) yang mengatur hal sama yaitu mengenai
pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011
dan UU 10/2004 berbeda. Dalam UU 12/2011 jenis peraturan perundang-
undangan terdiri atas:

a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

57




Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan

w e oA

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengaturan jenis peraturan perundang-undangan tersebut mengubah
jenis peraturan perundang-undangan dalam UU 10/2004 sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;

c.  Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah.

Perbedaan yang terlihat yaitu dalam jenis peraturan perundang-
undangan yang baru terdapat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
dan pendetailan jenis Peraturan Daerah. Berkaitan dengan jenis peraturan
daerah, sebenarnya UU 10/2004 mengatur pula Peraturan Daerah Provinsi
dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, namun termasuk pula Peraturan
Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau
nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Pengaturan mengenai jenis peraturan perundang-undangan
berdampak pada keabsahan suatu peraturan. Tanpa disebutkan dalam jenis
peraturan perundang-undangan maka tidak boleh dibuat suatu peraturan
dan bila ada yang membentuk tentu tidak dapat diakui. UU 12/2011
berkaitan dengan hal tersebut memberi keleluasaan atau kebolehan untuk
membentuk peraturan selain yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1).
Pengaturannya dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,
lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-
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Disiplin Imu Hukum

Imu hukum memiliki beragam cabang yang terus berkembang seiring

dengan kemajuan ilmu pengetahuan, diantaranya Hukum Tata Negara,
Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata. Oleh
karena itu, penulis akan menguraikan beberapa disiplin ilmu hukum
tersebut sebagai berikut:

A. Hukum Pidana

Pidana dapat dipahami sebagai bentuk penderitaan yang secara sengaja
dijatuhkan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai
konsekuensi atas perbuatan yang, menurut ketentuan hukum pidana,
dinyatakan sebagai perbuatan terlarang. Oleh sebab itu, setiap tindak
pidana harus secara jelas merumuskan jenis perbuatan yang dilarang
sekaligus sanksi pidana yang akan dikenakan apabila ketentuan tersebut
dilanggar. Bentuk penderitaan berupa hukuman yang dijatuhkan
oleh negara diatur secara rinci, termasuk mekanisme penjatuhan dan
pelaksanaan sanksinya.” Hukum pidana mencakup keseluruhan aturan
yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang serta menentukan
jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya.

7 Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana: Teori dan Praktek, Penerbit Kepel Press, 2019, hlm 1.
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Istilah pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang kerap dimaknai

sebagai “hukuman”. Secara lebih luas, pidana dipahami sebagai suatu

bentuk penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada

seseorang atau beberapa orang sebagai konsekuensi hukum (sanksi) atas

perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Adapun perbuatan

yang dilarang dalam hukum pidana tersebut secara khusus dikenal sebagai
tindak pidana (strafbaar feit).”

Berbagai pandangan yang dikemukakan oleh para ahli hukum

mengenai definisi Hukum Pidana, antara lain sebagai berikut:

1.

Muljanto

Muljanto berpendapat bahwa hukum pidana merupakan bagian
dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara,
yang memuat dasar-dasar serta ketentuan-ketentuan untuk;
pertama, menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang disertai
dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi setiap orang yang
melanggarnya; kedua, menentukan kondisi dan keadaan di mana
seseorang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai atau
dijatuhi pidana sebagaimana telah diatur; dan ketiga, mengatur tata
cara pelaksanaan penjatuhan pidana terhadap pihak yang diduga
melakukan pelanggaran atas larangan tersebut.”

Apeldoorn

Apeldoorn membedakan hukum pidana ke dalam dua pengertian
utama, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.
Hukum pidana materiil berkaitan dengan penentuan perbuatan
yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta alasan
mengapa perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi. Dalam hukum
pidana materiil, terdapat dua unsur penting, yakni unsur objektif dan
unsur subjektif. Unsur objektif merujuk pada perbuatan atau sikap
yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku sehingga
bersifat melawan hukum dan menimbulkan ancaman pidana bagi

75
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Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Penerbit Deepublish, 2018, hlm 1.
I Made Widnyana, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010), hlm.11
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EFEKTIVITAS

HUKUM

Kumpulan Teori
dan Penggunaannya

Hukum vang telah diberlakukan diharapkan dapat dipatuhi dan
dilaksanakan oleh seluruh orang. Harapan tersebut sangat wajar karena
hukum pada dasarnya dibutuhkan untuk melindungi kepentingan pribadi dan
kepentingan masyarakatagar diberikan secara seimbang dan adil. Bila harapan
tersebut terwujud maka kehidupan masyarakat termasuk hubungan antara
masyarakat dan negara akan harmonis dan tujuan negara dapat terwujud,

Sebagai upava untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dan
mewujudkan tujuan negara, negara membentuk peraturan berbaga
instrumen hukum dalam sebuah sistem hukum Indonesia. Sistem hukum
Indonesia merupakan sebuah sistem yang kompleks, mencerminkan sejarah
panjang negara ini serta keberagaman budaya dan pengaruh yang
membentuknya. Sistem ini menggabungkan elemen-elemen dari hukum adat,
hukum Islam, dan hukum Barat, khususnya hukum Belanda yang diwarisi dari
masa kolonial. Banyaknya keberagaman ini menjadikan sistem hukum
Indonesia sering disebut sebagai sistem hukum campuran atau pluralisme
hukum.
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